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’ GAGASAN mengembalikan

emilihan kepala daerah

’(pilkada) ke DPRD makin

santer. Tidak hanya digaung-
kan aktor politik pendukung
pemerintah, sistem pemi-
ihan yang pernah diber-
akukan pada era Orde Lama

dan Orde Baru itu juga di-

‘dengungkan Presiden Pra-
bowo Subianto dalam pe-

¢ Fayaan HUT Ke-60 Golkar,

Kamis (12/12) malam. Pra-

bowo mengisyaratkan, pil-

kada oleh DPRD akan me-
nekan anggaran negara
sehingga lebih efisien se-
tbagaimana di negara-negara

I tetangga seperti Malaysia,

( Singapura, dan India.

\ Pilkadalangsungseharus-
viya bisa meningkatkan pro-

am kesejahteraan rakyat.

N amun, faktanya, ratusan

kepala daerah justru ter-
!tangkap karena kasus ko-
rupsi. Data menunjukkan,

4 lebih dari 429 kepala daerah

hasil pilkada langsung me-
lakukan korupsi. Salah satu

| penyebab korupsi adalah
s ingginya biaya politik dan
¢ biaya pilkada. Termasuk

! dugaan biaya money politics

! dalam pilkada langsung.

' Karena itu, upaya men-
ciptakan pilkada murah dan
bersih guna menghasilkan
kepala daerah yang jujur

ydan Jbertanggung jawab

‘. menjadi tantangan.

! Apakah pelaksanaan pil-

1 kada langsung bisa diubah?
Bagaimana konstitusi me-
ngatur pelaksanaan pilkada
diIndonesia? Pilkada diatur

\dalam pasal 18 ayat 4 UUD
11945: Gubernur, bupati,
dan walikota masing-ma-
sing sebagai kepala peme-
intah daerah provinsi,
abupaten, dan kota dipilih
ecara demokratis,

Berdasar ketentuan terse-

but, kepala daerah -baik

Provinsi maupun kabupaten/

ta- dipilih secara demo-
atis, Demokratis ditafsir-
an dengan; bisa dilaksa-
lakan secara langsung

4upun secara tidaklang'-\

sung. Frasa "dipilih secara
demokratis” tidak harus
dipilih secara langsung oleh
rakyat. Namun, dipilih secara
tidaklangsung pun (melalui
DPRD) dapat diartikay de-
mokratis, sepanjang pro-
sesnya demokratis, Karena
itu, pelaksanaan pilkada
bersifat open legal policy,
bergantung pada pembuat
undang-undang (presiden
dan DPR) untuk menafsirkan
pilkada secara demokratis.
Berbagai negara di dunia
juga menerapkan sistem
penyelenggaraan pilkada
yang berbeda-beda. Setidak-
nya ada empat model. Per-
tama, kepala daerah dipilih
oleh pemerintah pusat atau
pemerintah di atasnya. Mi-
salnya, Belanda, Kanada,
Spanyol, dan Swedia.
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provinsi, sedangkan bupati/
wali kota ditunjuk menteri
dalam negeri (Mendagri)
berdasar usulan DPRD
kabupaten/kota.

Periode kedua adalah pe-
milihan perwakilan. Pada
periode itu, gubernur dipilih
DPRD provinsi, sementara
bupati/wali kota: dipilih
DPRD kabupaten/kota. Pe-
riode ketiga adalah pemi-
lihan langsung. Pada periode
‘tersebut, gubernur/bupati/
‘wali kota secara langsung
dipilih rakyat. Periode ke-
empat adalah pilkada se-
rentak nasional. Pada pe-
riode ini, gubernur/ bupati/
wali kota dipilih secara
langsung oleh rakyat secara
serentak pada 2024,

Gagasan pelaksanaan pil-
kada secara langsung me-
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Pemilihan (kepala daerah)
~ secara tidak langsung (melalui DPRD)
juga dapat diartikan demokratis,
sepanjang prosesnya demokratis”

Kedua, kepala daerah di-
pilih oleh dewan atauDPRD
seperti di Belgia, Prancis,
dan Finlandia. Ketiga, kepala
daerah dipilih secara lang:
sung oleh rakyat melalui
pemilihan nmum seperti
di Indonesfa, Jepang, dan
Thailand. Keempat, model
kombinas}, yaitu pemilihan

langsung dan tidak langsung
seperti di Amerika Serikat.

Pilkada diIndonesia telah
dilaksanakan cukup lama
-bahkan sejak zaman pen-
Jajahan hingga saat ini- de-
ngan model atau cara yang
berbeda. Periode pertama
adalah model penunjukan.
Gubernur ditunjuk presiden
berdasar usulan DPRD

rupakan instrumen untuk
meningkatkan partisipasi
demokrasilokal dan mem-
perkuat legitimasi demokrasi
pemerintahan daerah.
Kekurangan pilkada lang-
sung oleh rakyat, antara lain,
biaya yang relatif besar, ma-
sih banyaknya dugaan pOllt'lk
uang, dan potensi konflik
horizontal yang lebih besar.
Selain itu, kepala daerah
yang terpilih belum tentu
memahami pemerintaha_n.
Sementara kelebihan pil-
kada secara langsung oleh
rakyat, antara lain, sarana
memperkuat otonomi dae-
rah, kepala daerah yang
terpilih memiliki mandat
dan legitimasi yang sangat
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*. Berdasar konsep desentral-

' rintahan berdasar asas otono- \
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kuat, kepala dae-
rah tidak sangat
terikat pada kon-
sesi partai-par-
tai yang telah
mencalonkan-
nya, kriteria ca-
lon kepala daerah
dapat dinilai se-
caralangsung oleh
rakyat, serta ada-
nya platform visi-
misi kepala daerah J ;
yang akan menjadi |, .
landasan dasar peren-
canaan di daerah.
Berdasarkonsep ‘
hubungan pusat
dengan daerah, pilkada
bisa diselenggarakan
dengan metode kombi-
nasi berjenjang. Yaitu,
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pembedaan antara pilkada

di tingkat provinsi dan di
tingkat kabupaten/kota.
Tingkat provinsi dalam hu-
bungan pusat de-

ngan daerah me-

miliki tugas me- | o
laksanakan dekon- &}
sentrasi. Yaitu, pe-
limpahan sebagian
urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pe-
merintah pusat kepada
gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat. Dengan
demikian, gubernur men-
jadi wakdl pemerintal}an
kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu.
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isasi tersebut. Gubernur hanya .
menjalankan tugas peme- : ; )

mi dan dekonsentrasi. Hal itu
sejalan dengan praktik penye-
lenggaraan pilkada di bebe-
rapanegara Eropa. Yaitu, gu-
bernur bertindak sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah,
Selanjutnya, apakah pil-
kada di tingkat kabupaten/
kota tetap bisa dilaksanakan
secara langsung atau dipilih
oleh DPRD kabupaten/ kota,
itu merupakan pilihan ter-
buka. Harus dilakukan per-
baikan atas pilihan pelak-
sanaan pilkada sehingga
secara ideal pilkada, (*)
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